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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian yang adil dan
beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam
Pancasila, maka secara ideal keberadaan anak sebagai manusia dan rakyat Indonesia
wajib diperlakukan secara beradab dan seadil-adilnya. Hal ini juga dipertegas dalam
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konstitusional menyatakan “fakir
miskin dan anak jalanan dipelihara oleh negara”. Dengan demikian seharusnya tidak
ada alasan pemaaf untuk pengecualian pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak
jalanan.

Anak adalah bagian dari generasit muda dan sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka
sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan
pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan
pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan dan dientaskan dari
ketelantaran.

Wujud nyata dari jalanannya anak dapat dilihat pada fenomena semakin
menjamurnya anak-anak jalanan di perkotaan. Namun ironisnya masyarakat umum
cenderung menyamaratakan dalam memberi pengertian dan penilaian terhadap anak
jalanan. Keberadaan mereka oleh masyarakat umum dianggap sebagai pengganggu

norma-norma ketertiban umum. Sepertinya sedikit sekali masyarakat yang bisa
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berhubungan dengan anak jalanan ditinjau dari sudut kriminologi. Artinya seberapa

besar potensi latar belakang anak jalanan sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

B. Alasan Pemilihan Judul

1.

Adapun alasan pembahasan terhadap judul di atas adalah :

Permasalahan anak jalanan adalah permasalahan pemerintah daerah. Di Kota
Medan hal tersebut berarti menjadi urusan dari Kantor Sosial Kota Medan. Dalam
pembahasan skripsi ini penulis ingin mengetahui seberapa besar peranan dari
Pemerintah dalam hal mengurusi masalah gelandangan dan pengemis.

Latar belakang timbulnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh faktor
ekonomi. Sedangkan anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan aktivitas di
jalanan tanpa adanya batas waktu. Maka dalam pembahasan ini penulis ingin
melihat potensi yang ditimbulkan oleh anak jalanan terhadap terjadinya perbuatan
pidana.

Dalam kajian ini juga diupayakan mencari jalan keluar sebagai sebuah sarana
dalam bentuk saran kepada instansi berwenang dalam hal mengurusi anak jalanan
sehingga angka kejahatan di Kota Medan paling tidak dapat ditekan serendah

mungkin.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :
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maupun bukan dengan maksud menghilangkan anak jalanan serta mencegah
meluasnya di dalam masyarakat.

- Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha
penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan
penyaluran kembali anak ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta
pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak jalanan, kembali
memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat

manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini
adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana
Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum
pidana dan khususnya terhadap sebab-sebab terjadinya kriminologi ditelaah dari
aspek anak jalanan.

3. Sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam dalam penindakan dan

pembinaan terhadap anak jalanan.
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mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi
kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Teori ini
terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan
(strain theory), dan Teori Kejahatan Kultural.

Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan,
di mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai,
pelanggaran hukum oleh gang atau kelompok sosial tertentu, dan adanya
pertentangan nilai-nilai sosial. Strain Theory memiliki fokus terhadap suatu konflik
antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini
terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan
(kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustasi bagi kalangan tertentu
sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomi,
yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan
tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari
jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka
kejahatan kelas bawah yang tinggi.

Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori
sebelumnya (disorganisasi sosial dan strain theory) yang secara bersama-seama
menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma

sosial konvensional (sub cultural values in opposition to conventional values).
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3. Ajaran Labeling
Menurut Frank Tannenbaum (1938), kejahatan bukan sepenuhnya
dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompik, tetapi
dalam kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan
kelmpoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok
dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan
tentan tingkah laku mana yang layak.
Schrag memberikan simpulan atas asumsi dasar teori labeling, yaitu sebagai
berikut:
a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
b. Rumusan batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan
kepentingan mereka yangmemiliki kekuasaan.
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang,
melainkan karena ia ditetapkan demikan oleh penguasa
d. Sehubungan dengan kenyataan di mana setiap orang dapat berbuat baik atau tidak
baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian
kelompok: kriminal dan non-kriminal
e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidanan adalah

fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
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laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat
primitif yang terisolir dan sedikit jumlahnya, lagi pula masyarakatnya secara relatif
terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang
atau abnormal itu ada jelas dan tegas. Sedang tingkah laku menyimpang itu sendiri
mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya. Akan tetapi, dalam
masyarakat urban di kota-kota besar dan masyarakat teknologi industri yang serba
kompleks, dengan macam-macam sub-kebudayaan yang selalu berubah dan terus
membelah diri dalam fraksi-fraksi yang lebih kecil, norma-norma sosial yang dipakai
sebagai standar kriteria pokok untuk mengukur tingkah laku orang sebagai “normal”
dan “abnormal” itu menjadi tidak jelas. Dengan kata-kata lain, konsep tentang
normalitas dan abnormalitas menjadi sangat samar-samar batasnya. Sebab, kebiasaan-
kebiasaan, tingkah laku dan sikap hidup yang dirasakan sebagai normal oleh suatu
kelompok masyarakat, bisa dianggap sebagai abnormal oleh kelompok kebudayaan
lainnya. Apa yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita, bisa
dianggap abnormal pada saat sekarang.

Maka, norma itu merupakan simbol dari loyalitas ideologis, dan simbol dari
afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Norma itu sifatnya bisa: institusional
atau formal, bisa juga non institusional atau sosial (norma umum). Norma bisa
bersifat positif. Yaitu yang mengharuskan, menekan atau kompulsif sifatnya. Mulai
dari norma-norma yang ringan lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit

paksaan.
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Mulai dari norma-norma juga bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali,
bahkan menjadikan tabu dilarang menjamah atau melakukannya karena diliputi
kekuatan-kekuatan gaib yang lebih tinggi. Bisa juga larangan-larangan dengan sanksi
keras, hukuman atau tindak pengasingan. Khususnya terhadap tingkah laku
menyimpang yang provokatif dan merugikan hak-hak serta privilege (hak istimewa)
orang banyak, diberikan sanksi keras berupa hukuman atau pengasingan oleh orang
banyak. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa tingkah laku deviatif atau
menyimpang itu dicap dan ditentang dengan tegas secara kultural oeh umum, di satu
tempat dan pada satu waktu tertentu.

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu objek kriminologi
ialah “bentuk gejala kejahatan“. mengenai pembahasan metode penelitian dalam
pembahasan terdahulu, tampak bahwa kejahatan sebagaimana ia mengungkapkan
dirinya, dalam banyak hal menjadi pangkal tolak pembahasan. Pengkajian lebih lanjut
dan pembagian dari gejala kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalan, bentuk gejala
itu sendiri dapat dibahas dan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok,
tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para
pelaku dijadikan dasar pembagian.

Pangkal tolak perbuatan. Menurut perbuatan dapat dibagi dua, bilamana
dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum
yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan, sebagai suatu kemungkinan pembagian :
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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK JALANAN

A. Pengertian Anak dan Anak Jalanan
1. Pengertian Anak
Pengertian anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan
pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih
terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok
ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:
1. Konvensi Hak Anak 1989
Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak
adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan
undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak
dicapai lebih awal.”
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan
telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum
berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419
KUH Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah:

UNW%W&SW&H%E%mSia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
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kandungan.”

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak.adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan
orang tuanya.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 1 UU Nomor | Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang
yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor
182).

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “Anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum
pernah kawin.”

8. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam).

UNaVERsknas RerbpaNJare Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan
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anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan
bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
(Pasal 9).

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan
anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya
demi pengembangan diri. (Pasal 11).

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan
kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi
ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan
perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang
membeda-bedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan
bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondist fisik dan/atau mental.
Perlakuan eksploitasi, misainya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau
memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja
kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau
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tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan,
misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik,
tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan
keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap
anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh
kepada anak.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).
Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalah gunaan dalam
kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa
bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang
mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasa; 15). Perlindungan
dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari
tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum . (Pasal 16).

Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang

berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
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objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap
anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk
dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa
bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

0. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk,

sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

C. Beberapa Aspek Kemiskinan

Pada tahun-tahun terakhir ini, para ahli ilmu-ilmu sosial dan lembaga-lembaga
pendidikan seperti perguruan tinggi, telah menaruh minat yang amat serius terhadap
permasalahan kemiskinan pada umumnya, dan kemiskinan pedesaan pada khususnya.

Perhatian yang serius tersebut mencakup betapa luasnya masalah kemiskinan,
definisi dan sebab-sebab yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Memang benar bahwa
masalah kemiskinan telah dibahas pada berabad-abad yang lalu, dan di Indonesia telah
diselidiki sejak awal abad ini oleh Pemerintah Kolonial, namun studi secara sistematik
tentang kemiskinan, merupakan upaya yang relatif baru.

Dari sana tentunya, telah dihasilkan beberapa kesimpulan penting yang amat berguna
bagi para pembuat dan pengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam kaitan mengupayakan
mengurangi kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan. Barangkali, kesimpulan secara
umum akan mengatakan, bahwa “masalah kemiskinan ternyata teramat kompleks dan
pemecahan-pemecahannya pun tidak terlalu mudah™.

Perlu kiranya untuk mencoba melihat beberapa aspek kemiskinan yang kiranya patut
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1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si
pelaku,

2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh
bakatnya.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang
bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara
kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran
kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan
karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa mdzab-madzab ini dalam masa
ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para
pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal
ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh

gambaran sebagai berikut :

1. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai
pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan,
pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk
sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu
dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk
para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan
ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam

banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.
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Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-
satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat
kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor
yang terpenting.

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger.
Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup,
dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyati arti penting. Di samping
itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur
kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah persentasi mereka dalam satu
pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berobah. Jika dalam
jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan
yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang
terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti,
bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga
kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya
kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik,
sehingga orang-orang yang secara berpotensi dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang
lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang
konstan (tetap tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang variabel (berubah-

ubah), dan faktor variabel inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.

2. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-

sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat
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hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan
bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur
Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur
keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang
faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat
seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe geno tetapi tipe
phaenolah yang merupakan faktor yang menentukan."’

Tipe geno adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini
meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada
gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan
(pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan
menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang
manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa
sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maximal dibatasi oleh faktor-
faktor keturunan (tipe geno).

Dengan demikian tipe phaeno adalah individu, sebagai mana diwujudkan di bawah
pengaruh tipe geno dan lingkungan, dimana tipe phaeno ini selama hidupnya individu itu
memungkinkan perubahan-perubahan.

Jikalau bakat individu dipilih sebagai pokok pangkal pembicaraan selanjutnya, maka
harus dilihat tipe phaeno pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe geno dan oleh semua

pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

1 1bid, hal. 34.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kaitan antara anak jalanan dengan sebab terjadinya suatu kejahatan adalah

pada dasarnya kaitan antara pemenuhan kebutuhan anak jalanan yang

dilakukan secara melawan hukum, serta difungsikannya anak jalanan oleh

oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi anak jalanan

Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan,
bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta
pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya
dengan anak jalanan, sehingga akan tercegah terjadinya :

Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga
maupun bukan dengan maksud menghilangkan anak jalanan serta
mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-
usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan
kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman
baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat,
pengawasan serta pembinaan lanjut, sechingga dengan demikian para anak

jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai
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dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

B. Saran

L.

Agar mensosialisasikan tentang perlindungan anak dengan cara
mensosialisasikan di rapat pimpinan mengenai pentingnya perlindungan anak.
Agar pemerintah harus selalu memperbaharui data tentang perlindungan anak
dengan cara mengoptimalkan kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang
peduli dengan perlindungan anak dan pemerintah membuat program yang bisa
mengatasi perlindungan anak hukum anak jalanan atau terlantar. Pemerintah
juga harus memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan
perlindungan anak, sehingga terwujud pendidikan untuk anak

jalanan/terlantar.
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